
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga publikasi Profil dan Statistik Kementerian Agama Kota 

Bandar Lampung ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. 

 

Publikasi ini menyajikan profil kelembagaan serta data statistik 

yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 

Agama Kota Bandar Lampung. Kehadiran publikasi ini diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat 

sebagai bahan perencanaan, evaluasi, pengambilan kebijakan, serta 

referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. 

 

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran 

yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan 

penyempurnaan pada publikasi berikutnya. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

Dr. H. Erwinto, S.Ag., M.kom.I 



 

  

PROFIL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR 

LAMPUNG 

 

A. Identitas 

 

Nama Instansi : Kantor Kementerian Agama Kota Bandar 

Lampung 

Alamat : Jl. P. Emir Moh. Noer No.81, Sumur Putri, 

Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar 

Lampung, Lampung  

Kode Pos : 35211 

Nomor Telepon : (0721) 486922-481694 

Alamat Email : kotabandarlampung@kemenag.go.id 

Website : https://lampung.kemenag.go.id/bandarlampung 

Sosial Media : Kemenagkotabalam 

 

 

B. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kota Bandar Lampung 

 

Pada tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan tanggal 28 

Muharram 1365 H telah berdiri Kementerian Agama berdasarkan 

Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D tahun 1946. Pada saat itu 

keresidenan Lampung berada dibawah Provinsi Sumatera yang 

berpusat di Sumatera Utara dengan Gubernur saat itu Tengku 

Muhammad Hasan, dan Residen Pertama Lampung adalah, MR. A. 

Abbas.Pada tahun 1949 dibentuklah Acting Kepala Jabatan Agama 

Keresidenan Lampung RI yang berstaf di pringsewu, Talang 

Padang, Ulu Belu, Sukaraja, Way Tenong dan terakhir di Bukit 

Kemuning. Acting Kepala Jabatan Agama Keresidenan Lampung 

tersebut membawahi 3 Kewedanaan, yaitu: Kewedanaan Lampung 

Selatan, Kewedanaan Lampung Tengah, dan Kewedanaan 

Lampung Utara. Pada tahun 1950 dibentuklah Provinsi Sumatera 



 

  

Selatan yang membawahi 3 wilayah yaitu: Palembang, Lampung, 

Bangka Belitung dan Bengkulu. 

 

Berdasarkan PMA Nomor. 10 Tahun 1952 terbentuklah susunan 

Organisasi Kementerian Agama Tingkat daerah yaitu, Jawatan 

Urusan Agama terdiri dari Kantor Urusan Agama Daerah, Kantor 

Urusan Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1960 yang 

dilanjutkan dengan PMA No. 14 Tahun 1964 ditetapkan 

Kementerian Agama berubah menjadi Departemen Agama. 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 wilayah 

Sumatera Selatan dipecah menjadi 3 Provinsi yaitu, Sumatera 

Selatan, Bengkulu dan Lampung, untuk Kantor Urusan Agama 

Lampung membawahi Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung, 

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan 

Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1967 keluarlah Keputusan 

Manteri Agama Nomor 91 tahun 1967 tentang Susunan Organisasi 

Departemen Agama Daerah yang meliputi, Perwakilan Departemen 

Agama Provinsi yang sederajat dan jawatan-jawatannya, 

Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/sederajat dengan 

dinas-dinasnya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sejalan 

dengan kandungan KMA No. 91 Tahun 1967 di Kotamadya Tanjung 

Karang-Telukbetung terbentuk : Dinas Urusan Agama Kotamadya 

Tanjung Karang-Telukbetung, Dinas Pendidikan Kotamadya 

Tanjung Karang-Telukbetung, Dinas Penerangan Agama 

Kotamadya Tanjung Karang-Telukbetung. 

 

Seiring dengan perkembangannya, Departemen Agama dalam 

menghadapi volume kerja yang semakin besar dimana jawatan-

jawatan didaerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, 



 

  

dibina, dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, 

maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 36 

Tahun 1972 yang menggantikan Keputusan Menteri Agama (KMA) 

Nomor 53 Tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan 

Wewenang Instansi Departemen Agama didaerah-daerah dengan 

bentuk perwakilan. Atas dasar Keputusan tersebut didirikanlah 

perwakilan Departemen Agama pada tingkat 

Kabupaten/Kotamadya. Selanjutnya tugas dan wewenang 

Perwakilan yang sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka 

berdasarkan KMA No. 36 Tahun 1972 Perwakilan Departemen 

Agama tidak hanya sebagai koordinator tetapi sebagai pembina dan 

pembimbing terhadap jawatan-jawatan agama itu yang berubah 

menjadi Inspektorat. Kebijaksanaan baik teknis maupun 

administratif menjadi tanggungjawab perwakilan, sedangkan 

Inspektorat hanya sebagai pelaksana teknis. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 kota 

Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah 

tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, oleh karenanya ketika 

Keputusan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 1972 dilaksanakan, 

terbentuklah perwakilan Departemen Agama Kotamadya Daerah 

Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung pada tahun 1972 dengan 

Kepala Perwakilan M. Rafiun Rafdy. 

 

Kemudian dengan adanya Keppres No.44,45 tahun 1974 yang 

diikuti lagi keluarnya KMA No.18 tahun1975, maka terjadi lagi 

perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk 

tingkat Provinsi, Kantor Departemen untuk Tingkat 

Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Urusan untuk Tingkat 

Kecamatan, sedangkan Inspektorat menjadi Bidang/Pembimbing 

dan pada Kandepag Kabupaten/Kotamadya petugas teknis tersebut 



 

  

menjadi Seksi dan Penyelenggara Bimbingan. Nama tersebut tetap 

berlaku hingga sekarang, perkembangan selanjutnya KMA No.18 

Tahun 1975 disempurnakan kembali dengan keluarnya KMA No.45 

Tahun 1981 yang antara lain memperjelas tentang tugas pokok dan 

fungsi Departemen Agama di daerah. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah 

menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran 

Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 

se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan 

Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan 

penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan 

tetap dipergunakan hingga saat ini. 

 

Selanjutnya terjadi perubahan kembali dari KMA No.43 tahun 

1981 dengan keluarnya KMA No.373 Tahun 2002 yang mengatur 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen 

Agama Provinsi dan Kantor Departemen agama 

Kabupaten/Kotamadya. Sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2002 

pasal 82, Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung 

mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya 

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi 

Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung sebagaimana 

disebutkan dalam KMA No.373 tahun 2002 pasal 83. 



 

  

Kemudian sebagaimana tersebut dalam KMA No.373 tahun 

2002, susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kota Bandar 

Lampungmasuk dalam kategori Tipologi II A yang terdiri dari : Sub 

bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam, Seksi 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Madrasah dan Pendidikan 

Agama Islam Pada sekolah Umum, Seksi Pendidikan Keagamaan 

dan Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat 

dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara zakat dan wakaf, 

Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik, serta kelompok 

jabatan fungsional. 

 

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi 

Kementerian Agama maka seluruh Peraturan, Keputusan, serta 

atribut haruslah menyesuaikan dengan sebutan Kementerian 

Agama. Selanjutnya, Struktur dan Susunan Organisasi Kementerian 

Agama Kota Bandar Lampung yang mengacu pada pada Peraturan 

Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 yang kemudian dicabut 

dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Kementerian Agama pasal 657 , maka struktur dan susunan 

organisasi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung adalah : 

Subbag Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Seksi Penyelenggara 

Haji dan Umroh, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, 

Penyelenggara Zakat Wakaf, Penyelenggara Katolik, dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 

 

 



 

  

Dalam perjalanan perkembangan Kantor Kementerian Agama 

Kota Bandar Lampung telah mengalami beberapa kali pergantian 

pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama, dan berikut nama-

nama pejabat tersebut. 

Nama- Nama Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota 

Bandar Lampung dari masa ke masa 

No Nama Pejabat Masa Bhakti 

1 M. Rafiun Rafdy Tahun 1972 - 1975 

2 H. M. Cholusi Makdun Tahun 1975 - 1980 

3 Drs. A. Syatibi Tahun 1980 - 1987 

4 Drs. H. Salim Idris Tahun 1987 - 1989 

5 Irhamuddin Hamzah, S.H Tahun 1989 - 1996 

6 Drs. H. Husni Syarnubi Tahun 1996 - 2002 

7 Drs. H. Basyuni Th Kahuripan Tahun 2002 - 2002 

8 Drs. H. Santosa Yusuf, M.M Tahun 2002 - 2005 

9 Drs. H. Azhari Muchtar, M.H Tahun 2005 - 2010 

10 Drs. H. Seraden Nihan, M.H Tahun 2010 - 2011 

11 Drs. H. S. Riyadi, M.Ag Tahun 2011 - 2013 

12 Drs. H. Seraden Nihan, M.H Tahun 2013 - 2019 

13 H. M Aris Rayusman, S.Ag.,M.Pd.I Tahun 2019 - 2021 

14 Drs. H. Makmur, M.Ag. Tahun 2021 - 2026 

15 Dr. H. Erwinto, S.Ag., M.Kom.I Tahun 2026 - sekarang 

 

 

 

 

 

 



 

  

C. Struktur Organisasi  

 

 Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota 

Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 dan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, struktur organisasi menjadi pedoman dalam 

pembagian tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab setiap 

unit kerja dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kementerian Agama secara efektif dan akuntabel. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


